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ABSTRACT 
 
Based on Article 21 of UUKUP, the State has the authority to dun tax 
early although hypothecation is attached on the confiscated object so that the 
position of creditor as the hypothecation holder who has preference right on 
debtor’s debt is weak. The research used judicial normative and statute approach. 
The result of the research showed that collateral with hypothecation on it 
confiscated by the State will not eliminate its droit de suite of the collateral 
according to Article 7 of UUHT which states that hypothecation will not end 
although it is transferred to another party (in this case it is confiscated by Tax 
Office). By the binding of hypothecation, the authority on the collateral is 
transferred to creditor to execute it when debtor is not able to pay off his debt. 
The right of the collateral owner will be returned when hypothecation is cancelled 
because the loan has been paid off. 
 
Keywords: Hypothecation Protection, Taxes Payable, Collateral    
 
 
 
 
I. Pendahuluan 
Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi sebagai perantara 
keuangan. Dalam peranannya tersebut, terdapat hubungan antara bank dan 
nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan 
kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan 
banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-
produk perbankan yang ada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan tersebut bank 
dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan 
menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan
1
. 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
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kreditur (bank) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
Dengan kata lain kredit berarti kepercayaan. Tetapi dalam hukum kredit berlaku 
ketentuan bahwa untuk bisa dipercaya sehingga kepadanya dapat diberikan kredit, 
maka terlebih dahulu calon nasabah debitur harus dicurigai setengah mati. Setelah 
lulus sensor dari phak kreditur/bank barulah kepercayaan timbul, dan kreditpun 
diberikan.
2
 
Agunan kredit (Collateral) menjadi salah satu unsur terpenting dalam 
pemberian kredit karena berfungsi memberikan hak dan kekuasaan kepada bank 
sebagai kreditur untuk mendapat pelunasan dari hasil penjualan barang agunan 
tersebut apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah 
ditentukan dan dilain pihak juga memberikan kepastian hukum terhadap bank 
untuk dapat mengeksekusi agunan kredit apabila debitur wanprestasi. 
Ketentuan yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan 
dimulai dari pasal 1131 sampai dengan pasal 1232, dimana mengatur tentang 
piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Tetapi pengaturan 
tentang hipotek tidak digunakan lagi karena telah dikeluarkan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda 
yang berkaitan dengan Tanah. Sementara untuk pembebanan hipotek atas benda-
benda bergerak lainnya selain hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah, seperti hipotek kapal laut tetap menggunakan lembaga dan 
ketentuan hipotek yang diatur didalam KUH Perdata. Sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka pengikatan objek jaminan utang berupa 
tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan. 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang 
dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah : 
“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan 
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satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur 
lainnya”. 
Pemegang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan, 
sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996. Oleh karena itu pasal ini menunjukkan bahwa pemegang Hak Tanggungan 
berkedudukan sebagai kreditur yang preferen, oleh karena itu dengan sendirinya 
mempunyai hak preferensi terhadap kreditur-kreditur lainnya (droit de 
preference).
3
 
Kedudukan sebagai kreditur preferen berarti kreditur yang bersangkutan 
didahulukan didalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi benda pemberi 
jaminan tertentu yang dalam hubungannya dengan Hak Tanggungan secara 
khusus diperikatkan untuk menjamin tagihan kreditur. Dengan demikian 
kedudukan sebagai kreditur preferen baru mempunyai peranannya dalam suatu 
eksekusi. Itu pun kalau harta debitur tidak cukup untuk memenuhi semua 
utangnya.
4
 
Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan dasar pengaturan 
hukum terhadap perlindungan kepada kreditur sebagai pemegang Hak 
Tanggungan, tetapi menjadi permasalahan apabila berkaitan dengan utang pajak 
debitur. Karena bisa saja debitur selain memiliki utang kepada kreditur yaitu bank, 
debitur juga memiliki utang pajak kepada negara. Dalam hal ini akan timbul hak 
mendahului negara yaitu apabila wajib pajak pada saat yang sama disamping 
mempunyai utang-utang pribadi (perdata), juga mempunyai utang terhadap negara 
(fiskus), apabila harta kekayaan wajib pajak tidak mencukupi untuk melunasi 
semua utang-utangnya, maka negara mempunyai hak untuk mendahului atas 
segala tagihan pajak tersebut. 
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Utang pajak yang timbul memberikan hak yang diistimewakan 
(Privelege), bagi kantor pajak selaku fiskus terhadap segala kekayaan yang 
dimiliki oleh debitur selaku wajib pajak. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa Negara mempunyai hak mendahulu untuk 
tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Negara mempunyai 
kedudukan yang diistimewakan atas barang-barang milik wajib pajak yang akan 
dilelang dimuka umum. 
Pada prinsipnya pembebanan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit 
pada lembaga keuangan baik Bank ataupun Non Bank bertujuan untuk melindungi 
hak sebagai kreditur dalam rangka pelunasan piutangnya, apabila debitur cidera 
janji. Akan tetapi dikarenakan aturan Pasal 21 Undang-Undang Pajak, 
menyebabkan kreditur akan sulit mendapat pelunasan terhadap piutangnya apabila 
debitur yang bersangkutan mempunyai utang pajak yang tidak dilunasinya. Oleh 
karena itu ketidakmampuan debitur untuk melunasi kreditnya, akan menimbulkan 
kredit macet yang merugikan bank sebagai kreditur. 
Perumusan masalah penelitian ini adalah: 
1.  Bagaimana kedudukan hukum barang jaminan yang telah dipasang Hak 
Tanggungan yang disita oleh kantor pajak? 
2.  Bagaimana ketentuan penyitaan yang dilakukan oleh kantor pajak atas 
barang jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan? 
3.  Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak 
Tanggungan terhadap barang jaminan yang disita oleh kantor pajak? 
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian 
ini ialah: 
1. Untuk mengetahui kedudukan hukum barang jaminan yang telah dipasang 
Hak Tanggungan yang disita oleh kantor pajak. 
2. Untuk mengetahui ketentuan penyitaan yang dilakukan oleh kantor pajak 
atas barang jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan. 
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3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak 
Tanggungan yang barang jaminannya disita oleh kantor pajak 
 
II. Metode Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue Aproach) 
Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder 
yang terdiri dari :  
a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :  
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  Tentang Hak Tanggungan 
3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum 
Perpajakan 
5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 
hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar 
hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya. 
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk 
dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar 
sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan Penelitian 
lapangan (field research). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, 
dilakukan wawancara secara langsung kepada informan dengan cara terarah dan 
sistematis maupun wawancara bebas dan mendalam sehingga dapat menjadi 
sumber data yang akurat untuk menjawab permasalahan di atas. 
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III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa negara sebagai kreditur 
preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik 
penanggung pajak. Dasar mendahulu utang pajak ini tidak terlepas dari arti 
pentingnya pajak bagi negara. Dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber 
penerimaan negara yang potensial. Pajak merupakan sumber utama untuk 
pembiayaan anggaran belanja dan pembangunan nasional. Penerimaan negara dari 
sektor pajak ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan 
prasarana kepentingan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat 
sehingga negara mempunyai kedudukan yang diutamakan. 
Kedudukan negara yang mempunyai hak mendahului apabila dikaitkan 
dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa dalam putusan 
tersebut tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa 
umum (berdasarkan ketentuan Pasal 1149 KUHPerdata) dan ketentuan Pasal 95 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
Berdasarkan putusan tersebut  menempatkan pembayaran atas upah buruh dan 
pekerja sebagai prioritas pertama dari pembayaran dalam hal terjadi kepailitan 
dengan pertimbangan buruh menjadikan satu-satunya sumber mempertahankan 
hidupnya dan keluarganya. Setelah kewajiban pembayaran terhadap upah buruh 
dan pekerja telah diselesaikan selanjutnya pembayaran utang pajak terhadap 
kreditur preference yaitu negara.  
Tingkatan pembagian hasil penjualan harta pailit dalam putusan MK diatas 
adalah pembayaran pertama diberikan kepada buruh atau pekerja untuk membayar 
upahnya sisanya dibayarakan kepada negara selaku kreditur dengan hak istimewa 
(preferent) , pembayaran ketiga diberikan kepada kreditur separatis yakni 
pemegang Hak Tanggungan dan pembayaran terakhir diberikan kepada kreditur 
konkuren. 
Menurut  St. Remy Sjahdeini , kedudukan hak mendahulu negara 
berdasarkan Pasal 1137, yang mengatur bahwa Hak dari Kas negara, Kantor 
Lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk pemerintah, untuk didahulukan, 
FITRI TRISNASARI NASUTION | 7 
tertibnya melaksanakan itu dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur 
dalam berbagai Undang-Undang Khusus yang mengenai hal itu. Dengan demikian 
maka menurut Pasal 1137 KUH Perdata tersebut kedudukan utang  pajak sebagai 
pemegang hak istimewa dengan hak mendahulu yang merujuk pada pengaturan  
dalam undang-undang khusu yaitu UU KUP. Atas dasar ketentuan diatas St. 
Remy Sjahdeini berpendapat piutang negara yaitu pajak kedudukannya lebih 
tinggi dari Hak Tanggungan. 
Apabila dikaitkan dengan asas  Lex posterior derogate legi priori, dimana 
asas ini mengatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan 
hukum yang lama (prior), bahwa UU KUP sendiri merupakan UU terbaru yaitu 
UU Nomor 16 Tahun 2009 sedangkan UU HT Nomor 4 Tahun 1996 oleh 
karenanya kantor pajak mempunyai hak atas untuk mengeksekusi terlebih dahulu 
atau barang jaminan yang disita. Dalam UU KUP telah secara jelas ditegaskan  
bahwa negara mempunyai hak mendahulu negara untuk utang pajak atas barang-
barang milik penanggung pajak sehingga ketetapan yang telah dicantumkan pada 
pasal 21 telah menetapkan negara sebagai kreditur preference yang dinyatakan 
mempunyai hak mendahulu atas barang-barang yang akan dilelang di muka umum 
sehingga pembayaran untuk kreditur lainnya diselesaikan setelah utang pajak 
dilunasi. Sedangkan dalam UU HT sendiri tidak memberikan pengaturan secara 
jelas mengenai hak dari pemegang Hak Tanggungan apabila barang jaminan yang 
telah dipasang Hak tanggungan disita oleh negara. 
Berdasarkan hasil penelitian walaupun KPP Pratama Medan Kota telah 
melakukan penyitaan atas SHM atas tanah dan bangunan milik CV. XX, akan 
tetapi saat KPP Pratama Medan Kota akan melakukan pelelangan melalui Kantor 
Lelang, Kantor Lelang mempersyaratkan harus ada SHM yang asli dari barang 
jaminan yang akan dilelang. Hal ini menyebabkan proses lelang tidak dapat 
dilakukan dikarenakan sertifikat yang asli berada di tangan pemegang Hak 
Tanggungan yaitu Bank YY. Sedangkan Bank YY juga tidak dapat melakukan 
eksekusi atas tanah tersebut akibat status blokir atas SHM tersebut yang dilakukan 
oleh KPP Pratam Medan Kota. Sehingga kedudukan dari kedua belah pihak antara 
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Kantor Pajak dan pemegang Hak Tanggungan dalam hal ini mempunyai hak yang 
sama atas barang jaminan tersebut. 
Adanya dua kepentingan yang berbeda yaitu kantor pajak dengan hak 
mendahulu negara untuk utang pajak harus melakukan penagihan agar tercapai 
target pajak untuk penerimaan negara dan dilain pihak pemegang Hak 
Tanggungan juga berkepentingan atas pelunasan utang kredit debitur untuk 
menjaga agar tidak ada kredit macet yang dapat memberikan dampak bagi bank. 
Untuk itu berdasarkan teori roschoe pound hukum harus di fungsikan menurut 
fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya, dimana fungsi utama hukum 
adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat sehingga 
menertibkan dan mengatur serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Negara 
dalam hal ini Kantor Pajak dapat menyelesaikan win win solution dengan tidak 
merugikan bagi bank selaku pemegang Hak Tanggungan. Seperti yang diatur 
dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dimana untuk kepentingan umum, negara 
dapat mengambil alih tanah dari masyarakat namun walaupun negara mengambil 
alih tanah tersebut negara berkewajiban memberikan kompensasi berupa ganti 
rugi atas tanah yang diambilnya sehingga tidak merugikan masyarakat. Hal ini 
dapat juga diterapkan bagi kasus ini kantor pajak bisa memberikan kompensasi 
atas barang jaminan yang disita dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang 
Hak Tanggungan walaupun tidak sepenuhnya dapat melunasi utang kredit debitur. 
Kedudukan barang jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan yang 
disita oleh negara tidak menghilangkan sifat droit de suit dari barang jaminan 
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUHT yang menyatakan bahwa Hak 
Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada 
sehingga Hak tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek Hak Tanggungan 
itu beralih kepihak lain dalam hal ini objek Hak Tanggungan tersebut disita oleh 
Kantor Pajak. 
Prosedur penyitaan Tanah dan bangunan yang dilakukan oleh juru sita 
KPP Pratama Medan Kota atas tanah dan bangunan setelah diterbitkannya SPMP, 
berdasarkan Pedoman Penagihan Pajak 2009 sebagai berikut:  
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1. Persiapan 
Sebelum melakukan penyitaan, juru sita harus menyiapkan dokumen 
dan peralatan, saksi-saksi dari KPP dan Pemda, serta berkoordinasi dengan 
Kepolisian setempat untuk bantuan pengaman sesuai dengan situasi dan 
kondisi lapangan yang dihadapi. 
Saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang 
5
: 
a. Telah dewasa 
b. Penduduk Indonesia 
c. Dikenal oleh juru sita pajak dan 
d. Dapat dipercaya 
Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa 
penyitaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Juru sita melaksanakan penyitaan. 
Juru sita diperbolehkan memasuki pekarangan atau rumah dengan 
terlebih dahulu  meperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Juru sita pajak, 
memperlihatkan SPMP dan memberitahukan maksdu dan tujuan penyitaan. 
Apabila Penanggung pajak, pegawainya atau penjaga tanah dan bangunan 
objek sita melarang jurusita untuk memasuki pekarangan atau rumah, 
walaupun diberitahukan dan dijelaskan maksud kedatangan jurusita, maka 
jurusita pajak diperkenankan memasuki pekarangan atau rumah tersebut 
dengan kekerasan. Jurusita pajak dapat meminta bantuan kepolisian, agar 
secara paksa membantu jurusita memasuki pekarangan atau rumah objek 
untuk melakukan penyitaan. Apabila belum ada bantuan kepolisian yang 
memungkinkan jurusita memasuki pekarangan atau rumah, jurusita agar 
menunda pelaksanakan penyitaan pada hari tersebut, untuk merencanakan 
pelaksanaan penyitaan pada hari atau waktu yang ditetapkan kemudian. 
Sementara pelaksanaan penyitaan ditunda, jurusita pajak atau Kepala 
KPP membuat laporan/pengaduan kepada Kepolisian setempat atas tindakan 
penanggung pajak atau pegawainya atau penjaga tanah atau bangunan objek 
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 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Pedoman 
Penagihan Pajak 2009, Jakarta, 2009. Hlm. 49 
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sita, atau yang menghalang-halangi atau mengagalkan tugas jurusita untuk 
melakukan penyitaan berdasarkan tindak pidana yang diancam pasal 216 ayat 
(1) KUH Pidana. Jurusita mengulangi pelaksanaan penyitaan atas tanah dan 
bangunan tersebut pada saat yang lebih tepat dan memungkinkan penyitaan 
berhasil baik. 
3. Penandatangan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) 
Setelah penyitaan dilakukan dilakukan penandatangan BAPS oleh : 
a. Jurusita Pajak 
b. Penanggung Pajak 
c. Saksi-saksi  
Apabila Penanggung pajak atau wakilnya menolak untuk 
menandatangani BAPS, jurusita tetap dapat melanjutkan penyitaan dan 
membuat BAPS, menandatanganinya bersama-sama 2 (dua) orang saksi 
dengan menuliskan adanya penolakan Penanggung Pajak pada BAPS 
Tersebut. BAPS tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat kepada semua pihak. 
BAPS merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan 
masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak telah berpindah dari 
penanggung pajak kepada Pejabat.Oleh karena itu dalam setiap penyitaan 
yang dilakukan jurusita pajak harus membuat BAPS secara jelas dan lengkap 
yang sekurang-nya memuat : 
a. Hari dan Tanggal 
b. Nomor 
c. Nama Jurusita Pajak 
d. Nama Penanggung Pajak 
e. Nama dan jenis barang yang disita 
f. Tempat penyitaan 
BAPS paling sedikit dibuat rangkap 6 (enam) : 
a. Lembar ke 1 untuk Kepala Seksi Penagihan 
b. Lembar ke 2 untuk ditempelkan pada objek sita 
c. Lembar ke 3 untuk penanggung pajak 
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d. Lembar ke 4 untuk BPN/Kepala Keluarahan/Kepala Desa 
e. Lembar ke 5 untuk Pengadilan Negeri 
4. Penempelan Salinan BAPS 
Salinan BAPS ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak 
bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau tidak bergerak yang 
disita berada atau di tempat-tempat umum 
Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus ditempeli salinan 
BAPS kecuali jika terdapat barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak 
dapat ditempeli salinan BAPS, misalnya uang tunai atau sebidang tanah. 
Barang BAPS yang telah ditandatangani oleh jurusita dan saksi-saksi 
dan segel sita yang telah ditandatangani jurusita, ditempel pada tanah atau 
bangunan yang disita sedemikian rupa agar penanggung pajak dan 
masyarakat umum mengetahui status tanah atau bangunan tersebut dalam 
penyitaan oleh Negara c.q Kepala KPP Pratama Medan Kota. Penempelan 
atau pemberian segel sita tetap dilakukan baik dihadiri atau tidak dihari oleh 
penanggung pajak. 
5. Penyampaian Salinan BAPS  
Terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, maka salinan BAPS 
diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar. Hal 
tersebut dimaksudkan tidak dapat dipindahtangankan sebelum utang pajak 
beserta biaya penagihan pajak dan biaya lainnya dilunasi oleh penanggung 
pajak. 
Salinan BAPS atas penyitaan barang yang kepemilikannya terdaftar 
antara lain : 
1) Kendaraan bermotor, diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
2) Tanah, diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional 
3) Kapal Laut, dengan Isi Kotor tertentu, diserahkan kepada Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut. 
Penyampaian Salinan BAPS atas barang tidak bergerak yang 
kepemilikannya belum terdaftar 
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Apabila penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang 
kepemilikannya belum terdaftar, maka juru sita pajak menyampaikan salinan 
BAPS kepada Pemda dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan 
menurut cara yang lazim di tempat tersebut. 
Perlindungan hukum kepada kreditur secara umum diatur dalam Pasal 
1131 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut sudah 
merupakan asas yang sifatnya universal yang terdapat pada sistem hukum 
jaminan setiap Negara. Kemudian hak kreditur terhadap hasil penjualan  harta 
kekayaan debitur diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kedua pasal tersebut 
merupakan jaminan umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum 
bagi semua kreditur. Para kreditur disini mempunyai kedudukan yang sama 
(paritas creditorium), kecuali apabila kreditur mempunyai hak istimewa yang 
dalam Pasal 1133 KUH Perdata yaitu Gadai dan hipotik, dan dalam 
perkembangan Hukum Indonesia hak istimewa diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
Hak Tanggungan sebagai suatu lembaga jaminan yang kuat yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan dalam pengambilan pelunasan piutang 
debitur. Pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti merupakan salah satu 
prinsip dari Hak Tanggungan yang dijabarkan dalam Pasal 20 UUHT, eksekusi 
Hak Tanggungan memuat 3 (tiga) cara yakni :  
1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual obyek Hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT (parate executie). 
2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
3. Eksekusi melalui penjualan obyek Hak Tanggungan di bawah tangan atas 
kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan (Pasal 20 ayat (2) 
UUHT). 
Namun kedudukan pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditur 
preference menjadi berbeda apabila debitur tersangkut masalah utang pajak.  
Berdasarkan ketentuan pasal 14 dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP Nomor 19 Tahun 
2000 dan Pasal 21 UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, Negara dalam hal ini kantor 
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pajak mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak debitur sehingga negara 
berhak melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak termasuk 
penguasaannya ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang 
tertentu. Termasuk utang kredit yang dimiliki debitur di bank. Ketentuan ini 
menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preference yang dinyatakan 
mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang 
akan dilelang dimuka umum. Pembayaran kepada kreditur lain akan diselesaikan 
setelah utang pajak dilunasi. 
Perlindungan hukum kepada kreditur yang terdapat dalam UUHT 
terabaikan hak-haknya apabila  berhadapan dengan negara yang mengalami 
kerugian akibat utang pajak debitur yang juga merupakan wajib pajak. 
Berdasarkan Pasal 21 UU KUP, negara dipandang memiliki kepentingan yang 
diutamakan daripada kepentingan kreditur preference yang dijamin oleh UUHT. 
Hal ini merupakan ketidakadilan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan yang 
telah disita barang  jaminannnya oleh negara meskipun kreditur pemegang Hak 
Tanggungan tersebut telah sah berdasarkan UUHT melakukan perjanjian 
pengikatan Hak Tanggungan sehubungan dengan adanya perjanjian pokok yaitu 
hutang piutang yang dilaksanakan antara debitur dengan keditur. 
UU KUP sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai hak-hak 
pemegang Hak Tanggungan yang berkaitan dengan penyitaan utang pajak. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU PPSP, apabila pihak ketiga merasa keberatan 
atas penyitaan terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh Kantor Pajak dapat 
melakukan : 
1. Sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita ke Pengadilan Negeri. 
2. Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan secara 
tertulis kepada pejabat. 
3. Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan hanya terhadap barang yang 
disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan dari Pengadilan 
Negeri tersebut. 
4. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat 
diajukan setelah lelang dilaksanakan. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka pihak ketiga dapat 
mengajukan gugatan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh jurusita 
melalui proses perdata. 
Perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang Hak Tanggungan yang 
barang jaminan disita oleh Kantor pajak lemah dikarenakan tidak adanya aturan 
mengatur secara tegas mengenai haknya sebagai Pemegang Hak Tanggungan 
dalam Undang-Undang Pajak tersebut. Bank hanya memiliki hak untuk 
menggugat secara perdata kepada Kantor Pajak, tetapi dkarenakan Pasal 21 UU 
KUP yang memberikan Hak untuk mendahulu atas utang pajak maka melemahkan 
kedudukan pemegang Hak Tanggungan sebagi kreditur preference yang 
seharusnya diutamakan kedudukan dalam pelunasan utang si debitur.  
Pada UUHT juga tidak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap 
pemegang Hak Tanggungan apabila objek jaminan Hak Tanggungan disita oleh 
negara dalam hal ini utang pajak. UUHT hanya memberikan perlindungan hukum 
terhadap pemgang Hak Tanggungan sebagai kreditur preference apabila 
berhadapan dengan kreditur-kreditur lainnya, hak istimewa dari kreditur 
preference dari pemegang Hak Tanggungan menjadi terabaikan apabila 
dihadapkan dengan kewajiban kepada negara diantaranya utang pajak yang 
didahulukan dan pembayaran biaya lelang kepada negara. 
Seharusnya kreditur pemegang Hak Tanggungan wajib dilindungi haknya 
dikarenakan adanya hak droit de suite yang mengikuti kemanapun benda itu 
berada sehingga tidak menghilangkan hak istimewa yang dimiliki oleh pemegang 
Hak Tanggungan. Bank telah melakukan pengikatan Hak Tanggungan sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam UUHT. Dengan dilakukannya pengikatan 
jaminan Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut maka 
kewenangan atas Sertifikat Hak Milik tersebut tidak lagi menjadi milik dari 
debitur pemberi hak tanggungan namun sudah menjadi kewenangan sepenuhnya 
dari kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi barang jaminan 
tersebut apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya.Hak Pemilik barang 
jaminan akan kembali apabila telah dilakukan roya Hak Tanggungan karena 
utangnya telah dilunasi.  
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IV. Kesimpulan Dan Saran 
Kesimpulan 
1. Kedudukan hukum barang jaminan yang telah dipasang Hak tanggungan yang 
disita oleh kantor pajak walaupun barang jaminan ini telah dikuasai oleh 
Kantor Pajak akan tetapi berdasarkan Pasal 7 UUHT Hak Tanggungan tetapi 
mengikuti dimanapun objek tersebut berada  (droit de suit ) sehingga Hak 
Tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek Hak Tanggungan itu beralih 
kepada pihak lain oleh sebab apapun juga.  
2. Ketentuan Penyitaan yang dilakukan oleh kantor pajak atas barang jaminan 
yang telah dipasang Hak Tanggungan dilakukan apabila dalam batas waktu 2 
(dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan surat paksa wajib 
pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utangnya, Maka Kantor Pajak 
Pratama akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). 
Prosedur penyitaan yang dilakukan dengan melakukan persiapan, kemudian 
dilaksanakan penyitaan terhadap barang jaminan. Setelah penyitaan 
dilaksanakan ditandatangani BAPS, dilanjutkan dengan penempelan salinan 
BAPS terhadap barang yang dsita dan Salinan BAPS disampaikan kepada 
instansi yang terkait sebagai pemberitahuan telak dilaksanakan penyitaan 
barang jaminan. 
3. Perlindungan hukum bagi Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan yang 
telah dilindungi oleh UUHT yang barang jaminan disita oleh Kantor pajak 
lemah dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur secara tegas mengenai 
Haknya sebagai Pemegang Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Pajak. 
Berdasarkan Pasal 21 UU KUP yang memberikan Hak untuk mendahulu 
Negara  atas utang pajak maka melemahkan kedudukan pemegang Hak 
Tanggungan sebagi kreditur preferent yang seharusnya diutamakan kedudukan 
dalam pelunasan utang si debitur. Hak Bank sebagai pemegang Hak 
Tanggungan hanya menggugat Kantor Pajak ke pengadilan Negeri secara 
perdata.   
Saran 
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1. Hendaknya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan diatur lebih jelas 
mengenai pengaturan barang jaminan yang disita dalam kaitannya utang 
pajak. 
2. Hendaknya dalam proses penyitaan yang dilakukan oleh kantor pajak agar 
dapat diselesaikan sampai ke proses lelang dengan cara  negoisasi dengan 
pihak Bank sehingga mendapat solusi terbaik antara kantor Pajak dengan 
Bank selaku pemegang Hak Tanggungan. 
3. Hendaknya perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak 
Tanggungan sebagai kreditur preference lebih dijamin hak-haknya di dalam 
Undang-Undang Pajak dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang 
Pajak, khususnya mengenai objek jaminan Hak Tanggungan yang terkait 
dengan utang pajak sehingga memberikan perlindungan hukum kepada 
kreditur pemegang Hak Tanggungan apabila terjadi penyitaan objek Hak 
Tanggungan oleh Kantor Pajak 
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